BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Perkawinan merupakan suatu akad yang sakral dan suci karena
didalamnya terdapat syarat dan rukug yang harus dilaksanakan, apabila salah

satunya tidak terpenuhi mak ama perkawinan tersebut batal

inpa adanya wali.?

Perbedaan di kalangan para ulama ini disebabkan dalil-dalil yang digunakan
sebagai alasan, baik yang mewajibkan atau meniadakan wali dalam perkawinan

bersifat dzanni al-dhalalah dan hadis yang digunakan masih diperselisihkan
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keabsahannya.* Adapun ulama yang menjadikan wali sebagai rukun perkawinan

didasarkan pada surah al- Bagarah ayat 232 sebagai berikut:
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melangsungkan pgerka garl beb8rapa kerabat dekat
perempuan yang akan melangsungkan perkawinan dilihat dari jalur ayah.’
Dalam hal ini wali nasab yang paling berhak untuk mengawinkan seorang

perempuan adalah ayah kandungnya. Apabila ayah kandung meninggal maka
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perwalian jatuh pada wali nasab lainnya.

Mengenai urutan wali nasab yang berhak menjadi wali nikah dalam
perkawinan tidak ditemukan al-Quran atau hadist Nabi yang secara eksplisit
menjelaskannya. Hanya pendapat dari para shahabat. Tertib urutan wali pada
dasarnya sama dengan urutan dalam pewarisan. Akan tetapi ada perbedaan

dikalangan ulama fikih mengenaj posisi kakek dan anak. Sebagian

mengutamakan kakek, da s engutamakan anak.® Mazhab

nikah dalam Islam dengan penetapan wali nikah yang berlaku dalam hukum
positif di Indonesia. Keduanya menempatkan wali nikah sebagai rukun atau
syarat yang harus terpenuhi. Hanya saja dalam hal ini wali nikah yang diatur di
Indonesia sebagian menganut perspektif mazhab Syafi’i yang mengharuskan

seorang ayah menjadi wali nikah yang utama untuk mengakadkan atau
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menikahkan anak perempuannya.

Aturan terkait wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam atau hukum
positif lainnya berlaku secara menyeluruh pada setiap KUA yang ada di
Indonesia termasuk KUA Kecamatan Mojosari. Saat dilakukan pra observasi
pada tanggal 15 Agustus tahun 2022 di KUA Kecamatan Mojosari didapatkan

sebuah informasi bahwa dalam memutuskan penetapan wali nikah juga di

dasarkan pada kedudukan calog alin perempuan sebagai anak secara
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perkawinan orang ] Lo ngantin perempuan.
Persyaratan ini yang nantinya akan menentukan siapa yang akan bertindak atau
berhak menjadi wali nikah.®

Berbeda hal nya dengan penentuan wali nikah bagi calon pengantin
perempuan yang berstatus sebagai anak pertama, untuk calon pengantin

perempuan yang berstatus sebagai anak kedua atau seterusnya tidak menjadikan

9 Sumartoyo, Wawancara (Mojokerto, 15 Agustus 2022).



buku nikah orang tua sebagai syarat. Penentuan wali nikahnya ditetapkan
berdasarkan akta kelahiran dan berkas lainnya. Pada praktiknya, saat calon
pengantin sudah memenuhi syarat administrasi pihak KUA Kecamatan Mojosari
akan memeriksa berkas administrasi dan melaksanakan rapak untuk kemudian
menetapkan wali berdasarkan status atau asal-usul anak yang berkaitan dengan

perkawinan kedua orang tuanya.

Syarat tersebut kemudian mgijadi problem bagi anak yang lahir dari

perkawinan siri yang sg gemiliki hubungan perdata
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dengan mengguste 3 1 1. Relevansi penggunaan
Mazhab Syafi’i sebagai pisau analisis pada penelitian ini didasarkan sifat kehati-
hatian Mazhab Syafi’i dalam menetapkan wali nikah serta mengingat Indonesia
sebagai penganut mayoritas Mazhab Syafi’i dan maka dari itu peneliti tertarik
untuk melakukan penelitian yang berjudul “Penetapan Wali Nikah Bagi Anak

Hasil Perkawinan Siri Di KUA Mojosari Kabupaten Mojokerto Perspektif



Mazhab Syaf’i”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan
yang diangkat dalam penelitian ini meliputi:
1. Bagaimana penetapan wali nikah di KUA Kecamatan Mojosari bagi anak

hasil perkawinan siri?

2. Bagaimana perspektif Mazhab #8afi’i terhadap penetapan wali nikah di

KUA Kecamatan

gpKan dapat memperluas wawasan
ilmu pengetahuan dalam bidang hukum perkawinan yang berkaitan dengan
penetapan wali nikah bagi anak hasil perkawinan siri perspektif Mazhab
Syafi’i
2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti, dapat meningkatkan pengalaman dan wawasan dalam



memahami ilmu yang diperoleh selama menempuh pendidikan di
bangku perkuliahan di dalam praktik nyata dan dapat mempertanggug
jawabkan penelitian yang dilakukan baik kepada pribadi maupun orang
lain.

b. Bagi akademisi, dapat membantu memahami terkait bagaimana

penetapan wali nikah bagi anak hasil perkawinan siri di KUA yang

kemudian dianalisis menggédakan perspektif Mazhab Syafi’i. Selain

itu penelitian inj an sebagai rujukan keilmuan



